
STOCKHOLM(IM)  - 
Pandemi Covid-19 telah mem-
bawa kemunduran ekonomi 
besar-besaran di seluruh dunia. 
Namun, ada satu sektor bisnis 
yang terbukti kebal terhadap 
virus korona yaitu bisnis senjata.

Menurut laporan terbaru, 
penjualan senjata dunia justru 
meningkat. Data mengungkap 
100 perusahaan teratas indus-
tri pertahanan menghasilkan 
USD531 miliar pada 2020 atau 
1,3% lebih banyak dari tahun 
sebelumnya.

“Penjualan senjata terus 
meningkat selama enam tahun 
berturut-turut, dan rintangan 
ekonomi yang disebabkan Co-
vid-19 tidak dapat membalik-
kan tren ini,” ungkap laporan 

Institut Riset Perdamaian In-
ternasional Stockholm (SIPRI) 
pada Selasa  (7/12).

“Raksasa industri sebagian 
besar terlindung permintaan 
pemerintah yang berkelanjutan 
untuk barang dan jasa mili-
ter, dengan beberapa negara 
bahkan mempercepat pem-
bayaran untuk mengurangi 
dampak pandemi,” papar Al-
exandra Marksteiner dari Pro-
gram Pengeluaran Militer dan 
Produksi Senjata SIPRI.

AS mempertahankan ke-
unggulannya di sektor ini pada 
2020. Ada 41 perusahaan 
Amerika Serikat dalam daf-
tar, dengan lima di antaranya 
menempati lima tempat teratas 
sejak 2018. Total pendapatan 
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Perusahaan AS terus mendominasi in-
dustri pertahanan.

Penjualan Senjata di Dunia 
Melonjak Saat Pandemi Covid-19

ington pada negara-negara 
yang ingin membeli senjata 
buatan Rusia di antara alasan 
yang mungkin mempengaruhi.

“Laporan oleh SIPRI tidak 
dapat dianggap sebagai sumber 
informasi yang objektif,” ungkap 
konglomerat industri militer 
Rusia Rostec dalam menanggapi 
angka-angka baru tersebut.

“Para analis Barat hanya 
mengandalkan open source dan 
tidak menyadari gambaran se-
benarnya,” papar pernyataan itu.

SIPRI juga mengabaikan 
fakta bahwa sebagian besar 
pembayaran untuk senjata 
Rusia dilakukan dalam rubel, 
bukan dolar. Selain itu, lapo-
ran SIPRI hanya berfokus 
pada keuntungan, bukannya 
menghitung jumlah unit yang 
sebenarnya terjual. “Pendapa-
tan Rostec terus tumbuh setiap 
tahun dan tingkat produksi 
tetap tinggi,” ungkap per-
nyataan Rostec. Q tom

keuntungan mereka tumbuh 
sebesar 1,3% dan mencapai 
USD8,9 miliar, sementara 
penjualan rekan-rekan mereka 
di Prancis turun 7,7%.

Tren penurunan yang dim-
ulai pada 2018 berlanjut untuk 
produsen senjata Rusia tahun 
lalu, klaim laporan itu.

Sembilan perusahaan Rusia 
dalam Top 100 mengalami 
penurunan penjualan dari 
USD28,2 miliar pada 2019 
menjadi USD26,4 miliar.

“Kemunduran tersebut 
dapat dijelaskan dengan bera-
khirnya Program Persenjataan 
Negara 2011–2020 dan diver-
sifikasi industri pertahanan 
Rusia, karena perusahaan-
perusahaan ditugaskan me-
ningkatkan pangsa penjualan 
sipil mereka menjadi 50% pada 
2030,” ungkap para penulis 
laporan.

Mereka tidak menyebutkan 
sanksi dan tekanan oleh Wash-
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SEKOLAH DI FILIPINA KEMBALI DIBUKA
Siswa yang duduk di kursi dengan penghalang 
plastik menghadiri kelas ketika beberapa sekolah 
di ibu kota Filipina dibuka kembali untuk pertama ka-
linya sejak pandemi penyakit virus corona (COVID-19), 
di Pasay City, Metro Manila, Filipina, Senin (6/12). 

produsen senjata AS tahun 
lalu mencapai USD285 miliar, 
tumbuh 1,9% dibandingkan 
hingga 2019.

Perusahaan China menem-
pati posisi kedua, dengan total 
pendapatan USD66,8 miliar, 
atau naik 13% dari penjualan 
senjata global pada 2020.

SIPRI menjelaskan, “Ke-
berhasilan ini terkait program 
modernisasi militer Beijing yang 
mampu mengubah perusa-
haan pertahanan lokal menjadi 
beberapa produsen teknologi 
militer paling maju di dunia.”

26 produsen senjata Eropa 
menunjukkan “hasil yang be-
ragam” tahun lalu, menurut 
lembaga Swedia itu.

Inggris berada di urutan ke-
tiga secara keseluruhan setelah 
China, dengan tujuh perusahaan-
nya di 100 Teratas menghasilkan 
USD37,5 miliar, yang merupakan 
peningkatan 6,2% dari 2019.

Perusahaan Jerman melihat 

PEMANDANGAN POHON NATAL DI MILAN - ITALIA
Orang-orang mengagumi pemandangan pohon Natal yang bercahaya di Duomo Square di Milan, Italia, Senin (6/12). 

IDN/ANTARA

Tiga Misionaris yang Diculik 
di Haiti Telah Dibebaskan

WASHINGTON - De-
partemen Luar Negeri Amerika 
Serikat (AS) mengatakan tiga orang 
misionaris yang diculik di Haiti 
bulan Oktober lalu telah dibebas-
kan. Kelompok misionaris yang 
melakukan perjalanan ke negara 
Karibia itu bermarkas di Ohio, AS.

“Kami bersyukur pada Tu-
han tiga orang sandera sudah di-
bebaskan semalam. Mereka yang 
sudah dibebaskan dalam keadaan 
aman dan tampaknya dalam se-
mangat yang baik,” kata Christian 
Aid Ministries dalam pernyataan 
mereka, Selasa (7/12).

Juru bicara Kementerian 
Luar Negeri AS Ned Price 
mengonfi rmasi bebasnya tiga 
orang sandera itu. Ia menam-
bahkan AS akan terus berupaya 
mengamankan pembebasan 
sandera lainnya.  

Juru bicara Kepolisian Hai-
ti Garry Desrosiers mengatakan 
tiga orang sandera dibebaskan 
Senin (6/12) malam. Ia meno-
lak memberikan detail lebih 
lanjut untuk alasan keamanan 
para sandera lainnya.

Enam belas warga Amerika 
dan satu orang Kanada terma-
suk lima orang anak-anak dicu-
lik saat mengunjungi sebuah 
panti asuhan di Haiti. Peristiwa 
ini memperlihatkan masalah 
penculikan di negara itu yang 
berkembang menjadi isu yang 
sangat memprihatinkan.

Di tengah gejolak politik dan 
krisis ekonomi penculikan me-
ningkat tajam dalam beberapa 
bulan terakhir, dua orang anggota 
misionaris sudah dibebaskan bu-
lan lalu. Oktober lalu dilaporkan 
geng Haiti yang menculik anggota 
misionaris itu meminta uang te-
busan sebesar 17 juta dolar. Surat 
kabar AS the Wall Street Journal 
melaporkan Menteri Kehakiman 
Liszt Quitel, FBI, dan kepolisian 
Haiti sudah mengontak penculik.

Surat kabar itu melapor-
kan pemerintah Haiti dan AS 
berusaha membebaskan para 
misionaris yang diculik geng 
yang dikenal 400 Mawozo. 
Saat itu Quitel mengatakan ne-
gosiasi dapat memakan waktu 
berminggu-minggu. Q gul

LONDON(IM)- Face-
book  dituding melakukan kel-
alaian dan memfasilitasi ter-
jadinya genosida etnis Muslim 
Rohingya di Myanmar, setelah 
algoritma jaringan media sosial 
itu memperkuat ujaran kebencian 
dan platform tersebut gagal meng-
hapus postingan yang menghasut. 
Facebook menghadapi tindakan 
hukum yang diluncurkan di Ing-
gris dan Amerika Serikat (AS), 
serta klaim kompensasi senilai 
lebih dari 150 miliar Poundsterling 
(Rp2,8 kuadriliun).

Seperti dilaporkan The-
guardian, Selasa (7/12), se-
buah gugatan class action yang 
diajukan ke pengadilan distrik 
utara di San Francisco, AS, me-
nyatakan Facebook “bersedia 
menukar nyawa orang-orang 
Rohingya untuk penetrasi 
pasar yang lebih baik di negara 
kecil di Asia Tenggara.”

Gugaran itu menambahkan, 
pada akhirnya hanya ada sedikit 
keuntungan yang diperoleh 
Facebook dari kehadirannya 
yang berkelanjutan di Burma 
(Maynamr), dan konsekuensinya 
bagi orang-orang Rohingya tidak 
mungkin lebih mengerikan. 
Namun, di hadapan penge-
tahuan ini, dan memiliki alat 
untuk menghentikannya, ia terus 
bergerak maju.”

Sebuah surat yang dikirim-
kan oleh pengacara ke kantor 
Facebook Inggris pada hari Senin 
mengatakan, klien dan anggota 
keluarga mereka telah menjadi sa-
saran tindakan “kekerasan serius, 
pembunuhan dan/atau pelang-
garan hak asasi manusia berat 
lainnya” sebagai bagian dari kam-
panye genosida yang dilakukan 
oleh rezim yang berkuasa dan 
ekstremis sipil di Myanmar.

Surat itu juga menambah-
kan, bahwa platform media 
sosial, yang diluncurkan di 
Myanmar pada 2011 dan 
dengan cepat tersebar di ma-
na-mana, membantu proses 
tersebut. Pengacara di Inggris 
berharap untuk mengajukan 
klaim di pengadilan tinggi, 
mewakili Rohingya di Inggris 
dan pengungsi di kamp-kamp 
di Bangladesh.

“Seperti yang telah diakui 
dan dilaporkan secara luas, 
kampanye ini dipicu oleh materi 
ekstensif  yang dipublikasikan 
dan diperkuat oleh platform 
Facebook,” kata surat dari fi rma 
hukum McCue Jury & Partners.

Facebook mengakui pada 
2018, bahwa itu tidak cukup 

untuk mencegah hasutan ke-
kerasan dan ujaran kebencian 
terhadap Rohingya, minoritas 
Muslim di Myanmar. Sebuah 
laporan independen yang ditu-
gaskan oleh perusahaan men-
emukan bahwa “Facebook telah 
menjadi sarana bagi mereka yang 
ingin menyebarkan kebencian 
dan menyebabkan kerusakan, 
dan posting telah dikaitkan den-
gan kekerasan offl ine”.

“Meskipun Facebook men-
gakui kesalahannya dan per-
nyataannya tentang perannya 
di dunia, tidak ada satu sen 
pun kompensasi, atau bentuk 
reparasi atau dukungan lainnya, 
yang ditawarkan kepada siapa 
pun yang selamat,” lanjut isi 
surat dari fi rma hukum McCue 
Jury & Partners.

Di AS dan Inggris, tudu-
han terhadap Facebook me-
liputi: algoritma Facebook 
memperkuat ujaran kebencian 
terhadap orang-orang Ro-
hingya; gagal berinvestasi di 
moderator lokal dan pemeriksa 
fakta; gagal untuk mengha-
pus pos-pos tertentu yang 
menghasut kekerasan terhadap 
orang-orang Rohingya; dan 
tidak menutup akun tertentu atau 
menghapus grup dan halaman 
yang mendorong kekerasan etnis.

Di AS dan Inggris, tuduhan 
terhadap Facebook meliputi: 
algoritma Facebook memperkuat 
ujaran kebencian terhadap orang-
orang Rohingya; gagal berinvestasi 
di moderator lokal dan pemeriksa 
fakta; gagal untuk menghapus 
pos-pos tertentu yang menghasut 
kekerasan terhadap orang-orang 
Rohingya; dan tidak menutup 
akun tertentu atau menghapus 
grup dan halaman yang mendo-
rong kekerasan etnis.

Jumlah etnis Rohingya 
yang terbunuh pada tahun 
2017, selama “operasi pem-
bersihan” militer Myanmar, ke-
mungkinan lebih dari 10.000, 
menurut badan amal medis 
Médicins sans Frontires. Seki-
tar 1 juta orang Rohingya ting-
gal di kamp pengungsi Cox’s 
Bazar, di tenggara Bangladesh, 
di mana McCue dan Mishcon 
de Reya, yang juga menangani 
kasus yang berbasis di Inggris, 
berharap untuk merekrut lebih 
banyak penuntut.

Kasus Inggris memiliki seki-
tar 20 penggugat sejauh ini, 
sementara di AS gugatan class 
action berharap untuk bertindak 
atas nama sekitar 10.000 Ro-
hingya di negara tersebut. Q gul

Rohingya Gugat Facebook Rp2,8 Kuadriliun 
Terkait Kekerasan di Myanmar

KRISIS MIGRAN DI POLANDIA 
Petugas penjaga perbatasan Polandia patroli di pos pemeriksaan Kuzni-
ca-Bruzgi pada perbatasan Polandia-Belarus di tengah krisis imigran di 
Kuznica, Polandia, Senin (6/12). 

IDN/ANTARA

Pengadilan Malaysia Tolak 
Banding Istri Najib Razak

KUALALUMPUR(IM) - 
Pengadilan Malaysia menolak 
banding istri mantan perdana 
menteri Malaysia Najib Razak, 
Rosmah Mansor, Senin (6/12) 
waktu setempat. Hal ini terkait 
kasus korupsi proyek energi 
surya hibrida untuk sekolah 
di pedesaanNegara Bagian 
Sarawak senilai RM1,25 miliar 
(Rp4,2 triliun).

Seperti dilansir laman the 
Star, Selasa (7/12), putusan 
tersebut disampaikan oleh tiga 
anggota majelis yang dipimpin 
oleh hakim Pengadilan Tinggi 
Hanipah Farikullah. Hakim 
Hanipah mengatakan, majelis, 
dalam keputusan bulat, setuju 
dengan tuntutan jaksa bahwa 
pengadilan pidana tidak memi-
liki yurisdiksi untuk memberi-
kan keringanan deklaratif  yang 
diminta oleh Rosmah sebagai 
pemohon banding.

“Kami berpandangan bah-
wa keringanan itu harus masuk 
dalam hal-hal yang diperbole-
hkan menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana 
(BPK),” ujarnya.

Namun, tidak ada dalam 
CPC yang memberikan kekua-
saan dan yurisdiksi kepada Pen-
gadilan Tinggi untuk melak-

sanakan prosedur pidananya 
untuk memberikan perintah 
deklaratif. Berdasarkan alasan-
alasan itu, hakim mengang-
gap bahwa Pengadilan Tinggi 
dalam pelaksanaan acara pidana 
tidak memiliki yurisdiksi dan 
kekuasaan untuk memberikan 
keringanan yang diminta oleh 
pemohon banding.

“Oleh karena itu, kami men-
gizinkan keberatan awal jaksa 
dan banding pemohon ditolak,” 
ujarnya menambahkan.

Dia melanjutkan bahwa 
majelis tidak dapat melanjut-
kan untuk mendengarkan man-
faat banding. Anggota majelis 
lainnya adalah hakim M. Gu-
nalan dan Hashim Hamzah.

Panel membuat keputusan 
setelah mendengarkan penga-
juan oleh Jaksa Utama dalam 
kasus Rosmah, Sri Ram dan 
pengacara Rosmah, Jagjit Singh 
dan Akberdin Abdul Kader, 
yang muncul untuk Rosmah.

Sebelum sidang dimulai, 
Jagjit meminta maaf  kepada 
pengadilan atas nama Rosmah 
karena tidak hadir dalam per-
sidangan Kamis lalu.

“(Kami) menyampaikan 
permintaan maaf  yang men-
dalam kepada My Lady and 

IDN/ANTARA

NEW YORK(IM)- Per-
serikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
meminta militer Myanmar atau 
siapapun untuk bertanggung 
jawab, karena menggunakan 
kekuatan berlebihan terhadap 
warga sipil yang tak bersenjata. 
Pernyataan tersebut diungkap-
kan setelah pasukan keamanan 
menabrakkan mobil ke kerumu-
nan pengunjuk rasa antikudeta 
yang menewaskan lima orang.

“Mereka yang bertanggung 
jawab atas penggunaan kekua-
tan yang berlebihan dan tidak 
proporsional terhadap warga 
sipil tak bersenjata harus dimintai 
pertanggungjawaban,” kata koor-
dinator residen PBB di Myanmar, 
Ramanathan Balakrishnan.

Berdasarkan sejumlah foto 
dan video yang beredar di media 
sosial, sebuah kendaraan yang 
melaju kencang menabrak seke-
lompok pengunjuk rasa anti-
kudeta pada Minggu (5/12) di 
Yangon. Saksi mata mengatakan 
kepada Reuters, puluhan orang 
terluka akibat insiden tersebut.

Portal berita Myanmar Now 
mengatakan, insiden penabrakan 
terjadi beberapa menit setelah 
aksi fl ash mob yang memprotes 
kudeta militer 1 Februari telah 
dimulai. Selain korban tewas, 
pasukan keamanan menangkap 
belasan peserta aksi protes. 

Surat kabar Global New 
Light of  Myanmar yang dikelola 
pemerintah mengatakan, pasu-
kan keamanan membubarkan 
kerusuhan yang dinilai melanggar 
hukum, dan menangkap delapan 
pengunjuk rasa. Mereka yang di-
tangkap akan menghadapi tinda-

PBB Minta Militer Myanmar Setop 
Gunakan Kekuatan Berlebihan

kan hukum. Salah satu pengunjuk 
rasa pada Ahad mengatakan, dia 
jatuh setelah ditabrak kenda-
raan sebelum melarikan diri. 
“Seorang tentara memukuli saya 
dengan senapannya tetapi saya 
membela dan mendorongnya 
kembali. Kemudian dia langsung 
menembak saat saya melarikan 
diri dengan pola zig-zag,” kata 
pengunjuk rasa, yang menolak 
disebutkan namanya karena ala-
san keamanan.

Dua orang saksi men-
gatakan, mobil yang dikendarai 
oleh tentara menabrak massa 
dari arah belakang.Tentara 
mengejar pengunjuk rasa yang 
berhamburan dan menang-
kapnya. Bahkan, para tentara 
juga melakukan pemukulan. 
Beberapa terluka dengan luka di 
kepala dan tidak sadarkan diri.

Protes anti-militer terus ber-
lanjut sejak kudeta pada 1 Februari. 
Aksi protes yang tersebar seringkali 
merupakan kelompok kecil yang 
menyuarakan penentangan ter-
hadap penggulingan pemerintahan 
terpilih, yang dipimpin oleh peraih 
Nobel Aung San Suu Kyi dan 
kembalinya kekuasaan militer. 

Sejauh ini, sekitar 1300 orang 
telah terbunuh sejak aksi protes. Mi-
liter mengatakan bahwa, pengunjuk 
rasa yang terbunuh melakukan 
penghasutan dan kekerasan.   Sejak 
kudeta, perang dengan pembe-
rontak etnis minoritas di daerah 
perbatasan terpencil di utara dan 
timur telah meningkat secara sig-
nifi kan. Menurut PBB, konfl ik di 
perbatasan telah membuat puluhan 
ribu warga sipil mengungsi dan 
melarikan diri. Q ans

Warga Italia yang Belum Divaksin 
Dilarang Akses Ruang Publik

MILAN(IM) - Pemerin-
tah melarang warga Italia yang 
belum divaksinasi mengakses 
ruang publik untuk mencegah 
lonjakan kasus Covid-19 di ten-
gah beredarnya varian omicron. 
Mereka yang belum menerima 
vaksinasi tidak boleh masuk 
ke restoran dalam ruangan 
(indoor), bioskop, dan museum.

Aturan tersebut mula berlaku 
pada Senin (6/12) hingga 15 
Januari. Selama rentang waktu 
tersebut polisi Italia akan memer-
iksa kartu hijau di tempat-tempat 
publik. Kartu ini menyatakan 
bahwa mereka telah divaksinasi 
atau baru saja pulih dari virus.

Selain itu, orang-orang juga 
harus memiliki kartu hijau atau 
kartu kesehatan untuk mengakses 
transportasi umum lokal dan men-
ginap di hotel. Di Milan, petugas 
akan memeriksa kartu kesehatan 
sebelum penumpang diizinkan naik 
kereta bawah tanah atau bus.

“Oleh karena itu, Anda 
dapat menjaga penyebaran 
virus dengan langkah-langkah 
yang berkelanjutan, dan dengan 
penggunaan kartu kesehatan 
yang tepat. Kemudian taruhan 
besarnya adalah pada vaksi-
nasi,” ujar Direktur Pencegahan 
Kementerian Kesehatan Italia, 

Gianni Rezza.
Jumlah infeksi baru Covid-19 

di Italia telah meningkat secara 
bertahap selama enam pekan tera-
khir, sebelum kekhawatiran muncul 
tentang varian omicron. Tingkat 
vaksinasi Italia lebih tinggi daripada 
negara tetangganya.

Sebanyak 85 persen popu-
lasi yang memenuhi syarat atau 
berusia 12 tahun ke atas telah 
divaksinasi. Tetapi orang-orang 
berusia 30-an, 40-an dan 50-an 
terbukti paling enggan untuk 
divaksinasi. Hampir 3,5 juta 
orang belum menerima vaksin 
dosis pertama mereka.

Kepala Institut Kesehatan 
Nasional Italia, Silvio Bru-
saferro, mengatakan, mereka 
adalah kelompok usia yang 
sama, yang sekarang paling 
parah terinfeksi virus korona 
tipe baru (SARS-CoV-2), virus 
penyebab Covid-19.

Pejabat kesehatan masyara-
kat mengatakan, kampanye vak-
sinasi harus dibarengi dengan 
perilaku publik dalam menjaga 
protokol kesehatan. Hal ini 
adalah kunci untuk mengurangi 
tingkat infeksi, karena pada 
musim dingin biasanya orang-
orang lebih banyak beraktivitas 
di dalam ruangan. Q gul

My Lords atas ketidakhadiran 
pemohon minggu lalu. Dia 
menyampaikan permintaan 
maaf  yang tulus,” kata pen-
gacara itu.

Rosmah, istri mantan per-
dana menteri Datuk Seri Najib 
Tun Razak, telah mengajukan 
banding atas putusan Pengadi-
lan Tinggi pada 24 September.

Rosmah menghadapi tudu-
han meminta RM187,5 juta dan 
dua tuduhan menerima suap 
senilai RM6,5 juta dari direktur 
pelaksana Jepak Holdings Sdn 
Bhd Saidi Abang Samsudin, 
melalui mantan asistennya 
Datuk Rizal Mansor, sebagai 
hadiah karena membantu Je-
pak Holdings mengamankan 
proyek untuk melengkapi 369 
sekolah di pedesaan Sarawak 
dengan tenaga surya hibrida.

Pada 4 Oktober, Pengadi-
lan Tinggi menolak permoho-
nan Rosmah untuk menunda 
persidangan korupsinya sambil 
menunggu keputusan banding.

Menyusul putusan terse-
but, Rosmah (69 tahun tahun) 
bersaksi sebagai saksi pembela 
dalam sidang yang digelar di 
Pengadilan Tinggi pada 5 Ok-
tober. Sidang dijadwalkan dilan-
jutkan pada Rabu (8/12). Q ans


